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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN   

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan PRONA (khususnya tanah hak milik) di Kabupaten Bantul  

telah terlaksana sesuai dengan tahapan yang diatur di dalam Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 189 tentang Proyek Operasi 

Nasional Agraria. Hal ini dibuktikan dari 40 responden yang telah  

menerima sertipikat ada 29 orang responden (72,50%) dengan alasan 

untuk memperoleh sertipikat sebagai alat bukti tertulis, mendapatkan 

kepastian hukum serta dapat dijadikan jaminan hutang di bank. Adapun 

responden yang belum menerima sertipikat sebanyak 11 orang 

responden (27,50%) disebabkan oleh: 

a. Kekurangan pengisian data-data mengenai letak penetapan batas-

batas tanah maupun data pribadi; 

b. Pemilik atas tanah tidak di tempat ketika dilaksanakan kegiatan 

PRONA dan tempat tinggalnya berbeda-beda sehingga kesulitan 

untuk menghubunginya. 

2. Berdasarkan hasil pelaksanaan PRONA (khususnya tanah hak milik 

yaitu sebanyak 72,50%, sebagian peserta PRONA telah 

memperolehsertipikat tanah sebagai bukti yang kuat maka telah 
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mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan sehingga telah 

mendukung terselenggaranya tertib administrasi pertanahan di 

Kabupaten Bantul.  

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penulisan hukum ini, 

maka penyusun mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat 

dalam pelaksanaan PRONA di Kabupaten Bantul : 

1. Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya Kepala Kantor Pertanahan, 

agar lebih meningkatkan pelayanan khususnya mengenai penyuluhan 

hukum di bidang pertanahan sehingga dapat tercipta keseimbangan 

antara pemerintah dan masyarakat seperti yang diharapkan. 

2. Kegiatan PRONA ini agar tetap dilaksanakan pada tahun-tahun 

berikutnya agar para peserta PRONA semakin antusiasserta 

pentingnya penambahan luas lokasi yang ditunjuk demi tercapainya 

kepastian hukum dan Tertib Administrasi Pertanahan. 

3. Dalam kegiatan pendaftaran tanah melalui PRONA selanjutnya agar 

semakin meningkatkan subsidi pemerintah baik dari Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Daerah. 

4. Meningkatkan prasarana di Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah 

khususnya tenaga pengukuran agar pelaksanaan pendaftaran lebih 

cepat selesai guna untuk melancarkan proses pengumpulan data 

maupun pembuatan gambar ukur setiap bidang tanah.  
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